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PENUTUP

A. Hambatan Dalam Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, Peneliti menemui kendala pada saat
penelitian atau pengambilan data. Kendala yang dialami penulis salah satunya
yaitu kesulitan mendapatkan data besaran biaya ganti kerugian dari instansi
terkait, kemudian warga yang terdampak pengadaan tanah untuk jalan tol di
Kota Bengkulu yang sebagian besar telah berpindah ke luar kota. Adapun
informan yang dapat diketahui yaitu Bapak Ir. Darmakum yang memiliki
tanah seluas 1100 meter persegi yang tanah berupa Surat Keterangan Tanah.
Namun Peneliti tetap berusaha dengan cara menghubungi terlebih dahulu
Lurah Kelurahan Betungan untuk mendapatkan data yang berubungan dengan
pembebasan tanah pembangunan jembatan tol Bengkulu-Lubuk Linggau dan
meminta surat rekomendasi untuk di teruskan ke Dinas Pertanahan Bengkulu.
Setelah beberapa prosedur dilakukan akhirnya pihak Dinas Pertanahan
Bengkulu bersedia untuk di wawancarai dan diberikan data-data yaitu
penetapan lokasi pembangunan jalan tol yang di tanda tangani oleh Gurbernur
Bengkulu, Sebagian daftar nama warga yang terdampak pengadaan tanah,
dan data-data lain yang berhubungan dengan pembangunan jembatan tol

Bengkulu Lubuk Linggau.
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B. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Dalam

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tol Bengkulu-Lubuk Linggau Di

Kota Bengkulu, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Adanya perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah yang
terkena proyek tersebut di Kota Bengkulu dengan cara pemberian ganti
rugi. Pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah milik
perseorangan seluas 812,31 hektar (Ha)bagi pembangunan Tol
Bengkulu-Lubuk Linggau Di Bengkulu, Provinsi Bengkulu telah
diberikan kepada orang yang tanahnya terkena dampak pembangunan.
Ganti kerugian diberikan dalam bentuk uang dan pemberian ganti
kerugian dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dana ganti
rugi langung di transfer oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kerekening
pemilik tanah. Setelah menerima ganti kerugian Pemilik tanah
perseorangan menyerahkan bukti kepemilikannya berupa surat
pernyataan Kepemilikan Tanah. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian
telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5

Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
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2. Kendala yang ditemui dalam kegiatan pengadaan tanah, yaitu adanya
warga yang merasa keberadan dengan besaran nilai ganti rugi yang
diberikan dan dalam identifikasi tanah ditemui kesulitan karena pemilik

tanah berdomisili di luar kota dan tidak di kota Bengkulu.

C. Saran
1. Kantor Walikota Bengkulu harus jujur dan terbuka dengan besaran
Ganti Kerugian yang akan diberikan kepada pemegang Hak Milik Atas
Tanah.
2. Masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol Bengkulu —
Lubuk Linggau harus mengerti dan mendukung program pembangunan
yang dilakukan pemerintah, karena Pembangunan Tol Bengkulu-Lubuk

Linggau di Bengkulu untuk kepentingan umum masyarakat Bengkulu.
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Menimbang

Mengingat

GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMCR ¢ P, 288, %Y TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

JALAN TOL LUBUK LINGGAU-CURUP-BENGKULU
TAHAP I : BENGKULU-TABA PENANJUNG (STA.0+Q00-STA.17+625}

:

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa dalam iangka pengadaan tanah  untuk
pembangunan jalan tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkutu
Tahap I : Bengkulu-Taba Penanjung (STA.0+O00-STA. °
17+625) telah didapat hasil kesepakatan atas lokasi rencana
pembangunan antara Tim Persiapan Pengadaan Tanah
Provinsi Bengkuiu dengan pihak yang terkait;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan sesuai Ketentuan Pasal 41
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan

Gubernur Bengkulu tentang Penetapan  Lokasi
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Lubuk
iinggau- Curup-Bengkulu Tahap | . Bengkulu-Taba

Penanjung (STA.0+000-STA.17+625);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Taimnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun “1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indotresia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



10.

11

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembararn Negara Republik Indonesia
Nomor 5280);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atzs Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran = Negara Republik
Inconesia Tahiin 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubiii Indonesia Nomor 5659);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang
Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362):

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19€8 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepertingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 156, sebagaimana
telzsh diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres
Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan ke empat
atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyeienggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomog 56 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesie
Tahun 2018 Nomor 107); N

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 60;

Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badun
Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang ljin
Lokasi;



Memperhatikan

12.

14.

15

16.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan
Biaya Pendukung Penyclenggaraan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang
bersumber ddri Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Peraturen Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahar Nasional Republik indonesia Nomor 6 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Prianiuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah {Berita
Wegara Rzpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648};

Pecaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036)sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomer 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daecrah
{Berita Negara Republik tndonesia Tahun 2018 Nomor

157).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02
Tehun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis
Pertanahan dalam Penertiban Izin Lokasi, Penctapan
Lokasi, Izin Perubahan Penggunaan Tanah;

Keputusan Gubernur Bengicuiu Nomor P. 146.B.1 Tahun
2019 Tentang Persiapan Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan jalan Tol Lubuk Linggau'Cump-Bengkulu
Tahap 1 sebagaimana telah diubah dengan Kepurusan
Gubernur Bengkulu Nomor E.242.B.1 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bengkulu
Nomor P.146.B.1 Tahun 2019 Tentang Persiapan
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan jalan Tol Lubuk
Linggau-Curup—Bengkqu Tahap I;

Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : PS.01.02-
Db/192.2 tanggal & Maret 2019 perihal Penyampaian
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Dalam Rangka
Penerbitan Penetapan Lokasi Pekerjaan Pembangunan
Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Tahap 1
Bengkulu-Taba Penanjung (ST!\.O*OO("—STA. 17+625);

Surat Direktur Jcnderal Bina Marga Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
indonesia Nomor BM0202-Db/496 Tanggal 25 Juni 2019
perihal Permohonan Pencrbitan Penetapan Lokasi
Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup Bengkulu
Tahup | : Bengkulu-Taba Penanjung (STA.0+000-
STA.17+625);



>

Menetapkan
KESATU

~

3. Berita Acara Hasil Kescpakatan Konsultasi Publik
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Lubuk
Linggau-Curup-Bengkulu Tahap I Bengkulu-Taba
Penanjung (STA.0+Q00-STA.17+625) di Kecamatan Talang
Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanggal 20 Mei
2019 Nomor 015/TIM.SET/2019;

4. Berita Acara Hasil Kesepakatan Konsultasi Publik
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Lubuk
Linggau-Curup-Bengkulu Tahap 1 : Bengkulu-Taba
Penanjung (STA.0+000-STA.17+625) di  Kelurahan
Betungan Kota Bengkulu, Tanggal 21 Mei 2019 Nomor
016/TIM.SET/2019;

5. Berita Acara Hasil Kesepakatan Konsultasi Publik
Pengedaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Lubuk
Linggau-Curup-Bengkulu Tahap | @ Bengkulu-Taba
Penanjung (STA.0+000-STA.17+625) di Desa Lagan
Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanggal 22 Mei 2019
Nomor 017 /TiM.SET/2019;

6. Berita Acara Hasil Kesepakatan Konsultasi Publik
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Lubuk
Linggau-Curup-Bengkulu Tahap I : Bengkulu-Taba
Penanjung (STA.0+000-STA.17+625) di Desa Padang Ulak
Tanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanggal 22 Mei
2019 Nomer 018/TIM.SET/2019; ’

7.  Berita Acara Hasil Kesepakatan Konsultasi Publik
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Lubuk
Linggau-Curup-Bengkulu  Tahap I : Bengkulu-Taba
Penanjung (STA.0+00C-STA.17+625) di Desa Penanding
Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah,
Tanggsl 27 Mei 2019 Nomor 019/TIM.SET/2019;

8. Berita Acara Hasil Kesepakatan Konsultasi Publik
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Lubuk
Linggau-Curup-Bengkulu Tahap [ : Rengkulu-Taba
Penanjung (STA.0+000-STA.17+625) di Kecamatan Taba
Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanggal 28 Mei
2019 Nomor 020/TIM.SET/2019;

MEMUTUSKAN :
Y4

Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan

Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkutu Tahap | : Bengkulu:

Taba Pcnanju_ng (STA.0+00C-STA.17+625) seluas + 270,98 Ha

(dua ratus tujuh puiuh koma sembilan puluh dclapan hektar),

scbagai berikut :

a. Peta Penctapan Lokasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Lubuk
hngga.u-Cump-Bengkulu Tahap 1| : Bengkulu-Taba
Penanjung (S:I‘A.O +000-STA.17+625) scbagaimana tercantum

- dalam Lampiran I sebagai begian tidak terpisahkan dari

- Keputusan Gubernur ini;



-

L g‘;"a lokasi pengadaan tanah Jalan Tol Lubuk Linggau-
‘Hrup-Benpkulu  Tahap | : Bengkulu-Taba Penanjung
(STA.C+000-STA.17+625) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran |l sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Gubernur inj,

KEDUA i Pgner.apan Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jangka waktu
sclama 2 (dus) tahun sejak Keputusan Gubernur ini

ditetapkan.
KETIGA . Keputusan Gubernur ini mutai berlaku pada Langgal

ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari
terdapat kckeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2{ Jus 2019

GRS
%Y. .GUBERNUR BENGKULU,
v \
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Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik indonesia di Jakarta;

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia di Jakarta;

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu;

Kepaia Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu di Berigkulu:
Walikota Bengkulu di Bengkulu;

Bupati Bengkulu Tengah di Ujung Karang.

Wi e

S



..on«u.a.o.m

1 ﬁm.o.m

Wo."m\mm.. )

3°500°S

3450'S

PETA
RENCANA LOKASI PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
LUBUK LINGGAU-CURUP-BENGKULU
TAHAP 1 : BENGKULU-TABA PENANJUNG
(STA. 0+000- 8TA. 17+625)

LOKAS|
KOTACKABURATEN  £th Bangia's 43 Kaboparan Senge v Tengah
PROWS! Serghon
LUAS LAHAN £ 37008 me
LAMORAN ¢ KEPUTUYAN QUALAM IR BENSA U

yown D788, B1 Thie 201y
wosk® Z-238 dum) 1019
GYBERNUR BENGKULU

1\

3 \ ; ¥ ’ -
AW/ gy ROHIDIN MERSYAH

£ =
U = v,w.{: %0 200
~e2 B 2
| _2%e T Kil, ]
W ZHOE T 178 ‘
ol | A
3 o R 2 hd
R T o

10V 280k ISR
[
e P T

NI e e o b e s e

102°250°E

»







